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Dalam kehidupan sehari-hari, dalam lalu lintas hukum Perdata, selain dikenal adanya akta-akta Notaris,
dikenal juga adanya akta-akta PPAT yang merupakan alat bukti tertulis dalam sistem hukum pembuktian di
Indonesia. Sejak dahulu akta-akta Notaris dikenal sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sedangkan akta-
akta PPAT, diantara para praktisi hukum masih meragukan kedudukan akta tersebut sebagai alat bukti

tertulis yang otentik,hal itu dikarenakan PPAT sebagal Pejabat yang membuat akta-akta itu masih diragukan
kedudukannya apakah sebaga Pejabat Umum atau sebagai Penjabat yang membuat akta-akta dalam rangka
membantu Menteri Agrariayang sekarang menjadi Kepala Badan Pertanahan Nasional, sekalipun anggota
masyarakat yang menggunakan jasa PPAT tidak mempermasal ahkan apakah akta-akta PPAT itu otentik atau
tidak, yang penting perbuatan hukum yang dibuktikan dengan aktaitu sah, dan mengikat pihak ketiga. Hal
inilah yang membuat penulis menganalisa apakah PPAT itu sebagai Pejabat Umum yang dimaksud dalam
pasal 1868 KUH Perdata, dan apakah akta-akta PPAT itu merupakan akta otentik,dengan menggunakan
metode penelitian normatif dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodel ogis terhadap data
yang dikumpulkan berdasarkan data kepustakaan yang terbatas yang meliputi bahan hukum primer,
sekunder atau pun tertier. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa PPAT
adalah Pgjabat Umum yang ditunjuk oleh Pembuat Undangundang untuk membuat akta-akta tanah yang
berada dalam daerah kerjanya, dan akta tersebut merupakan akta otentik.
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